BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

JADUAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

Menimbang

Mengingal

b,

BUPATI BOGOR,

bahwa dalam upaya mendayagunakan arsip dalam
penyelenggaraan pemerintahan sccam ofcktif dan efisicn agar
tereapal tertib penyusunan arsip pemerintah daerah, perlu
mengatur jadual retensi arsip;

bethwa berdasarkan pertimbangsn sebagaimata  dimaksud
dalam hurul a, periu membentuk Peraturan Bupati tenteng
Jadual Retensi Arsip Pemenntah Kabupaten Bogor;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950  tentang
Pembentukan Dacrah-dacrah Kabupaten dalam Lingkungon
Propinsi Djawa Bamt (Berita Negam Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor B sebagaimana telnh diubabh dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 twhtang Pembentukan
Rabupaten Purwakarin don Kabupoton Subang dengan
Menubhah Undang-Undang 14 Tahun 1950  tentang
Pembentukan Daemb-daerah Kabupaten dalam Lmghungan
Propinsi Djawa Boarat [Lembaran Negara Republik Indonesin
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahaon Lembaran Negora
Republik Indonesia Nomor 2851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentung Keunngan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Momor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286,

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 (eniang Kearsipan
(lLembaran Nepara Republik Indonésia Tahun 2009
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negnra Republik Indonesin
Nomor S071];

Undang-Undang Nomor 5 Tehun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namor S994);

S.Undang-Undang .........



Menotapkan

Lo,

12

.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintohan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587, scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahon  Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemernmtahan Dacrah (Lembaran Negaran Republik Indonesin
Tahun 2014 Nomor 2456, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 5589);

Peraturan  Pemermtah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tenteng
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 5256);

. Peraturan Menteri Dalam Megori Nomot 78 Tahun 2012

tentang Toin Kenrsipan di Lmgkungan Kementenan Dalam
Negeri dan Pemerntah Daerah  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);

Peraturan Dacrgh Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2008
tentang Susunan dan Kedudukan Organizasi  Peranglkat
Daerah (Lembaran Daermh Kabupaten Bogor Tehun 2003
Nomaor 49,

Poraturan Dacrahh Kabupaten Bogor Nomer 12 Tahun 2008
tentang Pembeniukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran
Daernh Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12);

Peraturan Bupati Nomor 33 Tehun 2006 1emiang Tata
Kearsipon (Berita Dacrah Kaebupaten Bogor Tahun 2006
Nomuor 33},

Peraturan Bupat Nomor 71 Tahun 2010 tentang Tata Naslkah
Dinas di Lingkunpan Pemenintah Kabupaien Bogor (Berits
Daermh Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomaor 332);

Peraturan Bupat Nomar 23 Tahun 2011 tentang Pengtlolaan
Perpustakann Daerah (Beritn Dacrah Kabupaten Bogor Tahun
2011 Nomar 75);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG JADUAL RETENSI ARSIP
PEMERINTAH HABUPATEN BOGOR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatl mi, vang dimaksud dengaon

i.
4.

Daerah adalah Kabupaten Bogor
FPemerintah Daemh adalah Pemerintah Kabupatlen Bogor



3. Bupati adalah Bupati Bogor.

4.

e 15

Kantor adalah Kantor Arsip dan Perpustakaan Dacrah
Kabupalen Bogor.

Organisasi Perangkal Daerah adalah Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Bogor.

Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan
Daerah Kabupaten Bogor.

Panitia Penilni dan Pemusnah Arsip adalah panitia penilai
dan pemusnah arsip Organisasi Perangkat Dacrah dan Desa

. Arsip adalgh rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai

bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknolog
komunikasi dan informasi yang dibuat dan diterima oleh
lecmbaga Negara, pemerintahan daerah, lembagn pendidikan,
perusahaarn, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan,
dan  perseorangan  dalam  pelaksanaan  kelidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Arsip Pegawal Neger: Sipil dan Pejnbat Negara adalnh arsip
Pegawal Negeri Sipil dan arsip perseorangan yang merupakan
rekaman perjalanan karier dan/atau non Pegawal Negeri Sipil
Pegawni Negeri Sipil vang diangkat sebagal pejabat Negara di
lingkungan Pemermtah Dacrah

10, Arsip Keuangen adileh  arsip yang  berkaitan dengan

pengelolaan  keuangen/fiskal yang melipud  kegiatan
PErencanann, pelaksanaan, pengawasan dan
pertangeungiawaban keuangan,

11, Arsip Substantl adalah arsip yang dibasilkon dar keglaan

atay  (ungsi substuntif, meliputi  pemerinimban, politik,
keamanan dan  ketertiban, Kesejahteraan, perekonomian,
pekerigan umum dan ketenagaen serta ingkungan hidup,

12, Arsip Fasilitatif adalah wreip yoang dihasilkan dan kegiatan

atau  Tungsi  fasiliietf, melipati perencanaan,  hukum,
organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, ketatausshasn
dan kerumahtanggasn, hubungan masyarakat, penclitan
pengkajian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan,
perpustakann, teknologl, informasi dan komunikasi, serta
PeTEAWARALL.

13, Arsip Aktif adalah arsip yung frekuensi penggunaannya tinggl

dan/atau terus menerus.

14, Araip In Aktil arsip yang frekuensi pengguneannya telah

menurun.

15, Jnngka Waktu Simpan adalah masa simpan minimal suatu

jenis arsip pada unit pengolah dan/stau Unit Kearsipan,

6. Jangka Waktu Simpan Akt adalah masa simpen minimal

suntu jenis arsip pada unit pengolah.

17. Jangka Waktu Simpan In aktil adalah masa stmpan mimimal

sunty jenis arsip pado Unit BEcarsipan atau Pusat Kearsipan,



18. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan
bahwa arsip dapat dimusnahkan lkarens jangka waktu
penyimpanan telah selesal dan tidak memiliki nilai guna lagi.

19. Keterangarn .........
i

19. Keterangan Permuanen adalgh keterangan yang menyatakan
bahws arsip memiliki nilai guna sekunder, yang wajib
diserahkan kepoda Kantor Arsip dan Perpustakaan Daersh /
Arsip Masional sesual kewenangan berdasackan peraturan
perundangan-undangan.

20 Keteringan Dinilai Kembali  adalah  keterangan  yang
menyatakan bahwa suatu jenis arsip belum dapet ditentukan
nasib akhimya schingga perlu dilakukan penilsian dan
penghapan kembali

21.Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yvang didasarkan pada
kegunannnys bag kepentingan penggunm arsip.

22. Penyusunan Arsip adalab kegiatan pengurangan arsip baik
dengan memindahkan arsip In aktif dar unit pengelola ke
unit kearsipan, memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna
lagi moupun menyershkan amsip stats kepada Kantor Araip
Daerah dan atpw Knntor Arsip Nasional.

23. Retenst Arsip adalah penentu jangks waktu simpan suatu
arsip atay dasar nilai guna vang terkandung di dalamnya.
24.Jadual  Retensi  Armp  edalah  daftar  yang  berisi
sekurnng-kurangnya  jangha  waktu  penyimpanan  sesuad
dengan  nilal  kegunaannyas  scbagai  pedoman  dafam

penvusulan arsp.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud dan tujuan ditetapkannyva jadunl retens: arsip i, vaitu
sehagai pedoman dainm penentuan jangka waktu penyimpanun
dan penyusulan arsip kepegawaian dan  keuangan, arsip

substantil dan  arsip famlitatil non kepegowalan dan non
keuangan berdasarkan nila Kegunaanoye.

BAB NI
JADUAL RETENS1 AREIP
Bagian Hesatu
Umum
Pasal 3
Jdardual Retenst Arsip Pemerintah Daerah, sebagai berikut
g Jadusl Retensi Arsip Kepogawaian dan Rouwangan;
b, .Jadual Retensi Arsip Substantif; dan

e, «Jadual Retensi Arsip Fasilitatll Non Repegawaian dan Non
Koeuangan.



Bagian Kedun
Jadunl Retensi Arsip Kepeguwaian dan Keuangan
Pasal 4
(1) Jadual Retensi Arsip Kepegawaian dan Keusngan Pemerintah
Daerah, meliput jenis dokumen/arsip, jadual waktu simpan
aktif dan in aktifl serta keterangan.
(2} Jadunl Retenmi Amsip Kepegawaian dan  Keuangan

schagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran | Peraturan in,

Bagian Ketiga
Jadual Retensi Arsip Substamtif
Pasal 5

(1} Jadoal Retensi Arsip Substantifl Pemerintoh Daerah, meliputi
jenia/seric arsip, retensifjadual waktu simpan aktil dan m
akul serta keterangun.

(2} Jadiaal Retensi Arsip Substantf sebagnmana dimaksud paca
ayat (1}, tercantum dalam Lampiran 1| Peraturan mi

Baginn Keomput
Jadual Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan
Non Kepegawaian

Pasal 6

(1} Jadusl Retensi Arsip Fasilitatif Non Kepegawaman dan Non
Heunngan Pemerintah Daerah, meliputi meliputi jenis arsip,
jadunl waoktu simpan (retenal) aktf dan in aktf serta
kdternngamn.

(2) Jadual Retensi Arsip Fasilitati{ Non Kepegownian dan Non
Keuangan sebagoimana dimaksud pada ayat (1), tereantum
dalam Lampiran [ Peraturn .

BAB IV
PEMUSNAHAN ARSIP
Pasal 7

(1) Pemusnahan  arsip kepegpwaian  dengan  jangko  waltu
penvimpunan  selsma 10 [sepuluh) tahun  stau  lebib
ditetapkan oleh Bupati setelsh mendapat pertimbangan dari
Panitta Penilai Arsip, memperhatikan pendapal dan Kepala
Badan Kepegawaisn Negara dan telabh mendapat persetujuan
RKepalo Arsip Nugional serts diloksanakan sesust dengan
Ketentunn peraturan perundang-undangan.



(2}Pemusnahan .........
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(2) Pemusnahan arsip keuangan dengan jangka wakiu
penyimpanan sclama 10 ([sepuluh) tahun atau lebih,
ditetapkan oleh Bupati, setelah mendapat pertimbangan dari
Panitin Penilai Arsip, memperhatikan pendapat dari Kepala
Badan Pemeriksa Keuangan dan telah mendapat persetujuan
Kepala Arsip Nasional serta dilaksanakan sesual dengan
ketentuan pératuran perundang-undangan.

(3) Pemusnahan arsip substantfl dan arsip fasilitauf denpan
jangka waktu penyimpanan sclama 10 (eepuluh) tahun ataw
lehih, ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatl pertimbangan
tertulis dar Panitia Penilai Arsip, memperhatikan pendapat
dari Menteri Dalam Neperi dan telah mendapat persetujuan
Kepala Arsip Nosional serta dilsksanakan sesumi dengan
ketantuan peraturan perundang undangan.

(4) Panitin Penilnl Arsip sebagiimana dimaksud pada avatl (1),
ayot (2] don ayat (3) dibentuk oleh Bupat

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Ketentuan-ketentuan  lain yang belum cubup dmtur daliam

Peraturan inl, separyang meneenai Lekmis peliaksanaannya diatur
I=bik lamjut olch Kepaln Koantor

Pasal 9

Pada saat Permturan ini mulai diundangkan, maka Keputusan
Buputi Nemior 12 Tahun 2002 lentang Jadual Retensi Arsip
Pemerintah  Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten

Bogor Tabun 2002 Nomor 71), dicabut dan dinyatnkan tidak
berlaku.

Pasnl 10 ...



o

Pasal 10
Peraturan Bupatl ini mulat berlinku pada tangenl diundanghan,
Agar setinp arang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tunppal 9 Desember 2014

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ADANG SUPTANDAR

HERITA DAERAH RABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 39



